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ABSTRAK 

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga penegak hukum tindak pidana 

korupsi yang diberikan kewenangan pro justitia dalam penegakan hukum tindak 

pidana korupsi. Semula, desain kelembagaan KPK merupakan lembaga negara 

independen terpisah dari lembaga negara utama. Namun pasca terjadinya revisi 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, 

kelembagaan KPK dileburkan ke dalam cabang kekuasaan eksekutif yang 

mengakibatkan terjadinya penurunan independensi secara kelembagaan. Skripsi ini 

menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah: (1) Penguatan 

independensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan 

Indonesia dengan berdasar Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019; dan 

Bagaimana Independensi Kedudukan lembaga KPK menurut Fiqh Siyāsah 

Dusturiyah.  

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan oleh penulis menggunakan 

studi kepustakaan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang sesuai dengan 

topik penelitian terkait. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum 

normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan 

konseptual, dan pendekatan kasus.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

70/PUU-XVII/2019 memberikan penegasan dua makna status kelembagaan 

Komisi Pemberantasan Korupsi dengan merubah ketentuan pada pasal 1 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, yakni “Lembaga eksekutif yang dalam 

menjalankan tugasnya bersifat independen dan terbebas dari pengaruh kekuasaan 

apapun”. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 tidak 

memberikan penguatan terhadap independensi KPK justru melemahkan posisi KPK 

dengan meletakkannya menjadi lembaga semi independen. 

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis memberikan rekomendasi beberapa 

langkah penting untuk melakukan perbaikan penguatan independensi KPK, antara 

lain: pertama, melakukan revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang 

Komisi Pemberantasan Korupsi dengan mengembalikan kelembagaan KPK 

menjadi lembaga negara independen sepenuhnya. Kedua: melakukan penguatan, 

sinegritas, dan peran lembaga penyokong KPK seperti kepolisian dan kejaksaan 

dengan pengawasan yang baik   
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